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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat 

kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman 

tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak dan peran fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel penelitian 

adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Agency Bigs 

Success AIA Central. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini dengan 

menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel terpilih sebanyak 102 

responden dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis data pada penelitian 

ini yaitu deskriptif dan menggunakan program smartPLS 2.0 M3. Output 

penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan sosialisasi 

perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh. 

 

Kata Kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan 

Pemahaman, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu sumber pemasukan Pemerintah untuk mendanai pembiayaan pemerintah serta 

pembangunan secara nasional adalah pajak. Perpajakan berfungsi sebagai suatu sumber 

pemasukan fiskal nasional juga besar peranannya dalam keuangan nasional serta pengembangan 

nasional. Output perpajakan kemudian dikelola oleh pemerintah setelah itu digunakan untuk 

Masyarakat. Pajak secara tidak langsung diperuntukan buat tingkatkan kemakmuran serta 

kesejahteraan warga. Peran perpajakan begitu berpengaruh bagi pemerintah, sebab itu DJP 

merupakan instansi pemerintah keberadaannya di bawah Kemenkeu. Reformasi ditujukan untuk 

menyederhanakan sistem perpajakan, termasuk tarif pajak, PTKP, serta sistem pemungutan pajak. 

Peran perpajakan pada pendapatan negara secara keseluruhan mempunyai peningkatan dari tahun 

ke tahun. Berdasarkan data Kemenkeu RI, di tahun 2018 total pemasukan pendapatan pajak 

sebesar Rp. 1.518,8 triliun. Pada tahun 2019 total penerimaan pendapatan pajak negara mengalami 

kenaikan yang cukup besar yaitu Rp. 1.786,4 triliun. Dan pada tahun 2020 total penerimaan 
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pendapatan pajak Rp. 1.865,7 triliun (www.data-apbn.kemenkeu.go.id, 2020). Memang 

pemungutan pajak bukanlah yang mudah selain peran aktif fiskus, kepatuhan wajib pajak itu 

sendiri juga diperlukan. Indonesia menganut sistemo self assessment dalamo pemungutano pajak, 

dimanao wajibo pajako dipercayakan untuko menghitung, menyetoro dano melaporkan pajaknya 

sendiri. Oleh karena itu, ketepatan pembayaran pajak sangat tergantung pada kepatuhano wajib 

pajak, terutama wajibo pajako yango melakukano pekerjaano bebas. Karenao wajibo pajak orang 

pribadio yango melakukano pekerjaano bebaso lebiho rentano terhadapo pelanggarano perpajakan 

dibandingkan dengan wajibo pajako orango pribadio yango tidako melakukano pekerjaano bebas 

(Amran, 2018). 

Berdasarkan Pasal 1 No. 24 UU: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pekerjaan 

bebas adalah pekerjaan yang dilakukano orang pribadi yango mempunyaio keahliano khusus 

sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. Contoh pekerja 

bebas yaitu, konsultan, akuntan, pengacara, agen asuransi, dan lain-lain. Untuk memperoleh 

penerimaan pajak yang sebaik-baiknya, wajib pajak harus sadar bahwa mereka harus 

mematuhiokewajiban perpajakano yango berlaku. Masalah kepatuhano pajako telaho menjadi 

masalah utama di Indonesia karenao wajibo pajako tidako patuh. Hal ini dapat menyebabkan 

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak, penghindaran pajak dan 

kelalaian pajak, yaitu kurangnya penerimaan pajak. 

Selain sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang berbasis self assessment, wajib 

pajak orang pribadi yangocenderung tidak melunasi pajak memiliki beberapa alasan lain tentu 

berpengaruh untuk disiplin wajib pajak yang mandiri bekerja serta melunasi pajak. Kesadaran 

adalah salaho satuo faktoro yango dapato mempengaruhio kepatuhano wajibo pajako dalam 

membayarkan pajako penghasilannya. Oleh karena itu, kesadarano wajibo pajako mengenai 

perpajakano amatlaho diperlukano guna untuko meningkatkano kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

(Listyowati, 2018), hasilo penelitiano menunjukkano bahwao kesadarano berpengaruho positif 

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orango pribadi. Sosialisasi perpajakan 

merupakano salah satu aspek yang sangat terpenting dalamo upayao meningkatkan kepatuhan 

wajibo pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari DJP untuk memberikan pengetahuan 

dan pembinaan kepadao wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan. 

Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Meningkatnya 

pengetahuano yango dimilikio wajibo pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajibopajak 

untuk lebih patuh untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaiowajib pajakoyaitu membayar 

pajak. Penelitian (Windiarni et al., 2020), menunjukan bahwa sosialisasi mengenai pajak 

berdampak positif terhadap wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.  

Adanya pengetahuan & pemahaman wajib pajak akan peraturanoperpajakanoyangoberlaku 

dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak 

penghasilannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak dengan sadar dan benar 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaanosanksi 

perpajakan yang berlaku. Wajibo pajako yango mengertio peraturano perpajakano lebih memilih 

untuk pembayaran pajak sehingga terhindar dari sanksi pajak. Selaras dengan studi oleh (As’ ari, 

2017), mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhanowajibopajak 

orang pribadi yang terdaftar di Kecamatan Rongkop. Sebaliknya penelitian oleh (Listyowati, 

2018), menunjukano hasil bahwao pengetahuano tentang peraturan perpajakano tidak memiliki 

pengaruh positif terhadapo kepatuhano wajibo pajak. Selaino pengetahuan dan pemahaman, 

http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/
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sanksio pajak jugao dapato meningkatkan kepatuhano wajibo pajak. Sanksio adalaho suatu 

tindakano berupa hukumano yango diberikano kepadao yango melanggaro peraturan.  

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan 

perpajakan (norma) akan ditaati atau dipatuhi, dengano katao laino sanksio perpajakanomerupakan 

alat pencegah (preventif) agaro wajibo pajak tidako melanggaro normao perpajakan ((Mardiasmo, 

2016). Pada hakikatnya maksud pemberian denda perpajakan adalah memberikan peringatan 

padao wajib pajako ketika melanggaro peraturano perundang-undangan perpajakan, dan membuat 

wajib pajak mematuhi tanggung jawabnya. Sehingga, edukasi bagi wajib pajak sangat diperlukan 

supaya dapat memahami akibat hukum atas pelanggaran perpajakan. Penelitian sebelumnya 

(Nurlaela, 2017) di KPP Garut yang membuktikan sanksio pajako memiliki pengaruh 

positifodanosignifikan terhadapo kepatuhano wajibo pajak. Aspek lainnya, layanan 

perpajakanoyang benar menjadi bagian serius dalam menaikkan kepatuhano wajibo pajak. 

Pelayananoperpajakano secara efektif danooefisien memberikan kemudahan kepada wajib pajak. 

Pelayanan keuangan yang responsif, benar, berpegang teguh aturan perpajakan, transparan, dan 

optimal, diharapkan persoalan kepatuhan wajib pajak dapat teratasi. Oleh karena itu, keramahan 

fiskus serta sistem informasi pajak yang mudah termasuk pelayanan pajak diharapkan dapat 

membuat perubahan signifikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Riani & Kurnia, 2018) di KPP 

Pratama Surabaya Gubeng menunjukan hasil bahwao pelayanano fiskuso berpengaruhopositif 

terhadapo kepatuhano wajib pajak. Berbandingo terbaliko penelitiano (Listyowati, 2018) yang 

menunjukan bahwao pelayanan fiskus tidako berpengaruho positifo terhadapo kepatuhan wajib 

pajak. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, untuk mengetahui 

pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, untuk 

mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan bebas, untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Pajak 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umumodan Perpajakan, 

pengertian adalah “Perpajakano adalaho iuran wajiboorango pribadio atauo badan kepada negara, 

bersifato wajib dan tidako adao imbalannyao secarao langsung, digunakano untuk memenuhi 

kebutuhan negarao yang sebesar-besarnyao untuk kemakmurano rakyat”. Perpajakan adalah iuran 

(pemaksaan) dari mereka yang wajib membayar sesuai dengan peraturan, tanpa memperoleh 

kembali kinerja, dan dapat ditunjuk secara langsung, dengan tujuan untuk mendanai pengeluaran 

umum. Hal ini terkait dengan tugas organisasi nasional dan pemerintahan. Berdasarkan 

pembahasan peneliti diatas, maka didapat kesimpulan kalau pajak adalah iuran wajib yang 

disetorkan masyarakat pada pemerintah, bersifat memaksa dengan tidak adanya kontraprestasi, 

yang diperuntukan mendanai anggaran rumah tangga pemerintah, yaitu hasil yang berdampak baik 

untuk masyarakat umum. 
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Kesadaran Membayar Pajak  

  Kesadaran adalah elemen pemahaman seseorang tentang realitas dan bagaimana 

menghadapinya. Kesadaran sudah ada pada manusia, termasuk kesadaran diri, kesadaran orang 

lain, kemungkinan masa lalu dan masa depan. Pasal 1 Ayat 1 (UU Nomor 28 Tahun 2007) 

ketentuan umum dan tata caraoperpajakan menyebutkanobahwaopajak adalah kontribusiowajib 

pajak kepadaonegaraoyang terutang oleh orangopribadi atau badan 

yangobersifatomemaksaoberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalanosecara 

langsung danodigunakanountukokeperluan negaraobagi sebesar-besarnyaokemakmuran rakyat.  

  

Sosialisasi perpajakan  

 Sosialisasi perpajakan adalah memberikan pengetahuan dan bimbingan 

kepadaowajibopajak agaromengetahuiosegalaosesuatu tentang perpajakan. Sosialisasiobagian 

proses menyampaikan informasi perpajakan yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan 

wajib pajak terhadap pajak (Harto & Restia, 2017), yang kemudian dapatomempengaruhi 

kesadaranowajibopajak itu sendiri. Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan 

sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan 

bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan 

partisipasi sosial yang efektif Maxuel & Primastiwi (2021). Namun sosialisasi perpajakan 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat 

meningkat sesuai target. Sosialisasi pajak adalah sarana untuk wajib pajak untuk mengumpulkan 

informasi terupdate tentang pajak, juga dapat dilihat dari berbagai media, seperti brosur, televisi, 

radio, surat kabar, spanduk di area jalan, atau sosialisasi langsung dari pihak pajak. Wajib pajak 

dapat memperoleh informasi tentang perpajakan, seperti informasi tentang tata cara perpajakan, 

besaran pajak, prosedur melengkapi SPT dan diharapkan wajib pajak membuka pola pikir wajib 

pentingnya menyampaikan SPT sebagai bagian kewajiban perpajakannya /deadline perpajakan 

(Chairani & Farina, 2021). Kegiatan sosialisasi perpajakan membantu wajib pajak agar tahu 

mengenai pajak, memahami peran dan manfaat perpajakan pada esensinya, sistem pajak yang 

dipakai, aturan dasar, sanksi bagi yang lalai, serta sarana perpajakan lebih efektif. 

 

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 

 Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan perilaku yang matang dari 

wajib pajak atau kelompok wajib pajak mengejar orang melalui kegiatan pengajaran dan 

pelatihan. Memahami regulasi perpajakan publik dengan pendidikan formal dan informal tentunya 

berpengaruh positif pada kesadaran wajib pajak. Dengan memahamio peraturano perundang-

undangano pajak dengan sistem yangobaru, wajib pajak dapat memperoleh kepercayaan yang 

sebesar-besarnya terhadap kerjasama negara melalui suatu sistem (self-assessment system) yang 

menghitung, membayar, serta melakukan pelaporan pajak terutang sendiri. Lewat cara ini, dengan 

harapan wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak. Serta berharap keadilan dalam 

perpajakan dapat dicapai. Keadilan di sini berarti pajak dihitung sesuai dengan peraturan 

perpajakan, serta pemerintah mengetahui tata kelolanya untuk membangun negara sesuai 

keperluan. Wawasan serta pemahamano wajibo pajako terhadapo perundang-undangan perpajakan 

berhubungan dengan caraopandang wajibo pajako untuk menentukan perilakunya (perceptual 

control behavior) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya wawasan serta pemahaman 

wajibo pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan 

perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pemahaman UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang 
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tidak disiplin. Jelas, semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami 

denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak 

sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP. 

 

Sanksi Pajak 

  Sanksio adalaho tindakano menghukumo seseorango yango melanggaro aturan. 

Peraturanoatau Undang-undang adalah tanda-tanda bahwa seseorang melakukan sesuatuodan 

apaoyang tidak boleh dilakukan. Sanksi yang diperlukano untuk menghindari pelanggaran 

peraturano atau Undang-undang. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 

dan tidak menganggap remeh denda yang kecil Rohemah & Rizki (2015). Wajib pajak akan taat 

untuk melaksanakan kewajibannya  apabila  sanksi perpajakan memberatkan Mory (2015). Jika 

makin bertambah sanksinya, semakin besar kerugiannya bagi wajib pajak. Karena itu, sanksi 

perpajakan tentu sangato mempengaruhio tingkat kepatuhano wajibo pajako ketika 

membayaropajak. 

 

Pelayanan Fiskus 

  Menurut Surat Edaran DJP No. SE-84/PJ/2011: Pelayanan fiscus merupakan pelayanan 

yang berkualitas dan bermutu yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak untuk memenuhi 

kebutuhan dan harapan wajib pajak dan bertujuan untuk mencapai tingkat keputusan wajib 

pajakoyang tinggi atas pelayanan perpajakan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 

(Harto, 2016), pelayanan fiskus memiliki dampak yang besar terhadap pembayaran pajak wajib 

pajak. Sehingga fiskus diharuskan melayani dengan cara yango ramah, adil, 

danotegasokepadaowajib pajak, agar dapat memicu serta menyadarkan masyarakat akan 

kewajiban pembayaran pajak. Petugas pajak memiliki manfaat yang besar dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dapat meningkatkano serta menyadarkan wajibo pajako untuk 

menunaikan kewajiban pajaknya. Kesediaan fiskuso untuk berkorelasi secara baik bersama wajib 

pajak menjadi dasar bagi fiskus untuk melayani wajib pajak, dengan harapan meningkatnya 

kepatuhano wajibo pajak. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

  Menuruto (Marliana et al., 2017) kepatuhano wajibo pajako adalaho wajibo pajako yang 

ditetapkano oleho Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajibo pajako yango memenuhio kriteria 

tertentuo yango dapato diberikan pengembalian pendahuluan kelebihano pembayarano pajak. 

Kepatuhan ialah ketaatan atau disiplin, dalam kondisi ini kepatuhan pajak secara bebas diartikan 

sebagai kepatuhan terhadap keseluruhan aturan perpajakan serta mengandung suatu sikap dan 

perilaku yang disebut moralitas pajak (Rumaizha, 2018). Kepatuhan wajib pajak menurut 

(Nurlaela, 2017) bahwa kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan tindakan wajib 

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara. Kepatuhanojugao perilakuo yango taato hukum. Secarao konsep, kepatuhan 

diartikanodengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. 

 

 



 

 

 

J R A K  J u r n a l  R i s e t  A k u n t a n s i  d a n  B i s n i s ,  V o l . 8 N o . 1  2 0 2 2    | 42 

 

 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas 

  Wajibopajakoberdasarkan (Thomas Sumarsan 2017, 9) wajib 

pajakoadalahoorangoataupun badan, meliputiopembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 

pemungutan pajakoyang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuaiodenganoketentuanoperaturan perundang-undanganoperpajakan. Wajibopajakomerupakan 

orang pribadi atau badan yang bertekad untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai UU 

perpajakan, termasuk pajak serta pemotongan pajak tertentu. Menurut KUP No. 28 Tahun 2007: 

Wajib pajak orang pribadi adalah: (1) Orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaanobebas, (2) Orang pribadioyangotidakomenjalankanousaha atauopekerjaan bebas, yang 

memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), (3) Wanita kawin yang 

dikenakan pajak secara terpisah, karenaohidupoterpisahoberdasarkanoputusan   hakimo atau 

dikehendakiosecaraotertulisoberdasarkan perjanjianopemisahan penghasilan dan harta, (4) 

Wajibopajak orang pribadiopengusahaotertentuo yang  mempunyai  tempato usahao berbeda 

dengano tempat tinggal, selainowajibomendaftarkan diri ke KPP yangowilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggalnya, jugaodiwajibkanomendaftarkan diri ke KPP yang wilayah 

kerjanyaomeliputiotempat kegiatanousaha dilakukan. Menurut pasal 1 Angka 24: Undang-

undangoKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

pekerjaanobebasoadalahopekerjaanoyangodilakukan orang pribadi yang mempunyai 

keahlianokhususosebagaiousahaomemperoleh penghasilan yango tidak terikat suatu hubungan 

kerja. Berdasarkan pengertianodi atas, yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan pekerjaan bebas adalah wajib pajakoyang memperoleh penghasilan dengan 

menggunakan keahlian tanpaoadanya ikatan dengan suatu hubungan kerja. 

 

PEMBAHASAN 

 

Evaluasi Model Structural (Inner Model) 

Pengujian inner modelo atau modelo strukturalo dilakukanO untuk melihato hubungan 

antara konstruk, nilai signifikansi dan R-squareo dario modelo penelitian. Modelo struktural 

dievaluasi dengan menggunakan R-squareo untuko konstruko dependen uji-t serta 

signifikansiodario koefisieno parameter jaluro struktural. 

 

 
Gambar Inner Model 

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS 2.0 
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Uji Path Coefficient 

Saat menguji path koefisien, kita dapat melihat seberapa besar pengaruh antara variabel 

independeno dan variabelo dependen. Koefisieno determinasio (R-square) dapat digunakan 

untuko menilai apakah pengaruh variabelo laten mempunyai pengaruh yang cukup besar. 

 

Uji R-Square (R2) 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program 

SmartPLS 2.0 M3 diperoleh nilaioR-Square sebagai berikut: 

Tabel Nilai R-Square 

Variabel R - Square 

Kepatuhan Wajib Pajak 0.703624 

Sumber: Output SmartPLS yang diperoleh penulis 

Berdasarkan data pada tabelodiatas dapato diketahui bahwa nilai R-Squareountukovariabel 

kepatuhan wajib pajak adalah 0.703. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa persentase 

besarnya kepatuhan wajibo pajak dapato dijelaskano oleho variabelo kesadaran membayar  pajak, 

sosialisasi  perpajakan, pengetahuano dano pemahamano tentango perpajakan, sanksi  pajako serta 

pelayanano fiskuso  sebesar 70,3% dan sisanya 29,7% dijelaskano oleho  faktoro lain 

yangoberadao di luaro modelo penelitiano ini. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis padao modelo SEMo dengano PLSo bertujuano untuko mengetahuio variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitiano inio menggunakano tingkato keyakinano 95% 

dengano tingkato kesalahano 5% (Ghozali, 2018). Dari jumlah data (n) = 102 dan jumlah variabel 

penelitian (k) = 4, diperoleh nilai derajat kebebasan (df) = n-k = 102-4 = 98 adalah 1,660. 

Pengujiano hipotesiso dengano metodeo SEMo PLSo dilakukano dengano carao melakukan proses 

bootstrappingo dengano bantuano programo komputero smartPLSo 2.0, sehinggao hubungan 

antarao pengaruho variabelo independeno dan dependeno adalaho sebagaio berikut: 

Tabel Hasil Path Coefficients Dengan Bootstrapping 

Variable 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

P 

Values 

KMP -> KWP 0.206619 0.217261 0.101563 0.101563 2.034.387 0,1549 

SP -> KWP 0.162754 0.157939 0.111424 0.111424 1.460.675 0,5111 

PPTP -> KWP 0.443853 0.439217 0.133498 0.133498 3.324.784 0.0006 

SKP -> KWP 0.039273 0.036279 0.090104 0.090104 0.435858 2,3049 

PF -> KWP 0.101077 0.104997 0.094408 0.094408 1.070.634 0,9958 

Sumber: Output smartPLS yang diolah penulis 
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Hipotesis 1 ketahui nilai thitung 2,034387 > ttabel 1,660 dengan nilai signifikan 0,022 < α 

0,05 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya kesadarano membayar pajakoberpengaruh 

positifo terhadapo kepatuhano wajibo pajak orang pribadioyangomelakukano pekerjaan bebas. Hal 

ini karena wajib pajak telah sadar bahwa pajak yang dibayarkano untuk pembangunan negara, 

wajib pajak menyadari bahwasannya sebagai warga negara yang baik kita seharusnya taat 

membayar pajak, apabila kita menunda membayar pajak maka akan merugikan negara, wajib pajak 

sadar bahwa pajak yang dibayarkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, 

danowajibo pajako sadaro bahwao pajako merupakan penerimaano negarao terbesar. Hal ini perlu 

dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait supaya wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka 

telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian oleh (Listyowati, 2018), yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Surakarta. Sebaliknya penelitian oleh (As’ ari, 2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran 

membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di kecamatan Rongkop. 

Hipotesis 2 diketahui t hitung 1.460675 < t tabel 1,660 dengan nilai signifikan 0,073 > α 

0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal tersebut menunjukkan 

bahwaososialisasioperpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

yangomelakukano pekerjaano bebas. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian responden yang 

merasa tidak mendapatkan sosialisasi atau informasi perpajakan dari website, billboard maupun 

spanduk selain itu responden juga merasa tidak terbantu dengan informasi yang diberikan oleh 

petugas pajak dan manfaat adanya sosialisasi perpajakan. Hasil ini didukung penelitian oleh 

Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya penelitian oleh Nopiana & 

Natalia, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di Kepulauan Riau. Hipotesis 

3 diketahui nilaio thitungo 3,324784 > ttabelo 1,660 dengano nilaio signifikano 0,000 < α 0,05 

sehinggao hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

wajib pajak, makao semakino tinggio pulao tingkato kepatuhano wajibo pajak yang 

melakukanopekerjaano bebaso di Bigs Succes.  

Pengetahuanodan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakano akano sangato mempengaruhio kepatuhano wajibo pajak. Semakino banyak 

informasio yango dimiliki wajibo pajak, semakin baik merekao dapato merespons. Sebaliknya 

jikao wajibo pajako tidako memiliki pengetahuan dano informasi, maka wajibo pajako tidak akan 

merespono permasalahano yango ada. Namun tidak semua informasio yango disebarluaskan di 

mediao massao dapat dijelaskan, sehingga banyak wajibo pajako yango terpengaruho oleh 

pandangan negatifo wajibo pajako terhadapo kepatuhano pajak. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkano bahwa pengetahuan dan pemahamano tentang peraturano perundang-undangan 

perpajakano akano mempengaruhio keputusano wajibo pajako untuko memenuhio kewajiban 

perpajakannya. Sejalan dengan penelitian oleh (Zahrani & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa 

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan 

berpengaruh positif. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Berbanding terbalik 

penelitian oleh (Windiarni et al., 2020) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak 
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berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Tingkat pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya 

Hipotesis 4 diketahui nilai thitung 0,435858 < ttabel 1,660 dengan nilai signifikan 0.331 > 

α 0,05 sehingga hipotesis keempat (H4) tidak diterima. Artinya sanksi pajako terhadapokepatuhan 

wajibo pajako tidak berpengaruh dano tidak signifikan. Sanksi perpajakan yang telah 

diberikanosecarao tegaso tidak menunjukkan peningkatan kepatuhan. Sanksio yangodiaturoadalah 

sanksio administrasio berupa dendao administrasi, bungao dano kenaikano pajak. 

Selainosanksioadministrasi, terdapat sanksio pidana, antara lain pidana denda, pidanao penjara, 

dan pidanao kurungan. Sanksio tersebuto dapato dikenakan kepadao Wajibo Pajako yango lalai 

membayar pajako tepato waktu, mengisio SPTo dengan tidak jujur, dan tidak 

menyampaikanoSPTo tepato waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

sanksioperpajakano tidak diterapkano secarao jelas kepadao wajibo pajako yang tidak mematuhi 

aturan, sehingga wajib pajak tidak akan merasa jera dengan pelanggarannya. Hasil penelitian ini 

didukung oleh (Listyowati, 2018) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sebaliknya penelitian oleh Amran ; Siahaan & 

Halimatusyadiah (2018) bahwao sanksio pajako berpengaruho terhadapo kepatuhano wajib pajak. 

Hipotesis 5 diketahui nilai thitung 1,070634 < ttabel 1,660 dengano nilaio signifikan 0,143 > α 

0,05 sehingga hipotesis kelima (H5) tidak diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak tidak 

dipengaruhi oleh keandalan fiskus dalam pelayanan, dalam menjagao kerahasiaano datao dari 

masing-masing wajib pajak, dan kecepatan petugas dalam merespon masalah yang dialami wajib 

pajak terkaito pembayaran pajak serta kenyamanan dengan fasilitas fisik yang tersediao dio kantor 

pajak. Wajib pajak melaksanakano kewajibano perpajakannya karena sadar pajak 

telahoditetapkano dalamo undang-undango perpajakano yango berlaku. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian oleh (Windiarni et al., 2020 ; Zahrani & Mildawati, 2019) yang menunjukan 

bahwao pelayanano fiskuso tidak berpengaruho terhadapo kepatuhano wajib pajak. Sebaliknya 

penelitian oleh (Riani & Kurnia, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kesadaran membayar 

pajak, sosialisasio perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi 

pajak, dano pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orango pribadi, maka dapat 

disimpulkan (1) kesadarano membayaro pajako berdampak terhadapokepatuhanowajibopajak 

orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan mandiri atau bebas. Halo inio berarti, 

kesadaranowajibo pajako akan manfaat bayar pajako semakino meningkat, sadar pajak yang 

dibayarkan untuk pembangunan negara, sadar risiko keterlambatan bayar pajak akan merugikan 

negara, dan sadar kalau pajak merupakan asal pemasukan negara terbesar maka kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat. (2) Wawasan serta pemahaman tentang UU 

perpajakan berdampak positif pada kepatuhano wajibo pajako orango pribadio yang melaksanakan 

pekerjaano mandiri atau bebas. Berarti jika wajibo pajak mengetahui dan memahami 

peraturanoperpajakano makao wajibo memiliki NPWP serta memahami hak juga kewajiban 

sebagai wajib pajak, memahami prosedur pembayaran pajak serta memahami fungsi dan manfaat 

pajak yang dibayarkano maka pengetahuano serta pemahamano mengenai peraturano perpajakan 
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bisa meningkatkano kepatuhano wajibo pajako dalamo membayaro pajaknya. (3) Sosialisasi, 

sanksi pajak dano peran fiskuso tidako berdampak pada kepatuhano wajibo pajako orang 

pribadioyang melakukan pekerja mandiri atau bebas. Keterbatasan penelitian sebagai yakni 

bertepatan dengan adanya pademi covid-19. Sehingga peneliti mengalami kesulitano dalam 

memberikan kuesioner kepada orang yang dituju, salah satunya tidak dapat bertemu 

langsungodengan responden. 

 

Saran 

Saran untuk para penelitio selanjutnyao yango terpikat untuk melaksanakan penelitian 

dibidang yang sama diharapkan menambaho variabelo lain yango tidak termasuk 

dalamopenelitiano ini agaro dapato memberikano hasilo penelitian yang berbeda. Seperti 

efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendapatan, dan tarif pajak. Dengan memperluas wilayah 

populasi untuk melihat perbandingan hasil dapat dilakukan penelitian serupa dengan meneliti 

tenaga ahli atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas lainnya seperti dokter, akuntan, 

olahragawan, dll. Sehingga penelitiano dapato digeneralisasi dengan baik.  
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